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MOTTO 
“Barang siapa berbuat kebajikan seberat benda terkecilpun, niscaya ia akan 
melihatnya dan barang siapa berbuat keburukan seberat benda yang terkecilpun 
niscaya ia akan melihatnya” 
(QS. Al-Ankabut: 7-8) 
 “Jika jalan dan cara yang kita lakukan sudah mulia dan benar, kita tidak perlu 
terlalu memikirkan hasilnya” 
(Penulis) 
“Kita tidak bisa melarang orang lain berpendapat negatif tentang diri kita, biarkan 
semua mengalir seperti adanya, cukup berikan senyuman, dan kita akan 
menyaksikan sebuah perubahan” 
(Penulis) 
“lihatlah, berpikirlah, lakukanlah, lalu nikmati perubahan” 
(Mario Teguh) 
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ABSTRACT 
 
THE ADVERTISEMENT TAX COLLECTION EVALUATION IN 
DPPKAD OF BOYOLALI 
 
 
Riza Rahmawati Novianti Fauzi 
F3406057 
 
Local tax is an important local revenues sources to finance local 
government operation and development in order to support the wide range, real, 
and dynamic regional autonomy. The tax advertisement is one of local originated 
revenues sources, especially in tax sector that has a quite good potentials and 
functions in local development, especially in Boyolali local government. 
The aim of the research is to know the advertisement tax collection 
system in DPPKAD of  Boyolali, to identify the obstacles found in collection the 
tax, and to know the effort undertaken in increasing the tax collection. The type of 
the data employed is collected indirectly in the field. The data collection technique 
is done using interview, observation, and literary study. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) the 
advertisement tax collection system done by DPPKAD is in accordance to the 
collection system and follows the local government regulation (Perda) No. 12 of 
2007 on Advertisement Tax, hence there are slight differences between the 
actualization and the regulation. It is done to optimize the local government 
revenues from advertisement tax; 2) the obstacles found in advertisement tax 
collection convey the unavailability of sufficient human resources and facilities; 
and 3) the effort undertaken by Boyolali local government to increase the tax 
collection convey service quality improvement, illumination and socialization to 
the advertisement bureaus and tax payers. The recommendation suggested is that 
it is expected to the DPPKAD to be more careful in the tax calculation and 
fixation in accordance to the advertisement lease charge adjustment in Peraturan 
Bupati No. 7 of 2009. 
Key word: the advertisement tax 
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BAB I               
PENDAHULUAN 
 
A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 
1. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Boyolali 
Pada awalnya kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten DATI II Boyolali yang beralamatkan di Jl. Teratai 
No. 6 Boyolali dengan Telepon (0276) 321073 belum merupakan dinas, 
melainkan hanya seksi dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah 
Kabupaten Boyolali yang disebur Seksi Pasar. Berdasarkan Surat 
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali Tanggal 7 Maret 
1974, Nomor Hukum B.3/III/1974 berubah nama menjadi Dinas 
Penghasilan Daerah Tingkat II Boyolali. 
Pada tahun 1979 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor KUPP.7/12/41-101, tanggal 6 Juni 1979 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, diubah 
lagi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Tingkat II 
Boyolali. 
Sesuai dengan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengan Nomor 970/611/1990 tentang Pemberlakuan Manual Pendapatan 
Daerah (MAPATDA), maka sejak tahun 1991 Perda nomor 7 tahun 1979 
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dinilai tidak sesuai lagi, sehingga Perda tersebut harus disesuaikan dengan 
mengeluarkan Perda baru yaitu Perda Nomor 9 tahun 1991  tentang 
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II 
Boyolali. Berkaitan dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintah Daerah, mengenai pelaksanaan otonomi daerah 
maka Perda Nomor 9 Tahun 1991 diubah menyeluruh sehingga Pemkab 
Boyolali mengeluarkan Perda baru yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Boyolali. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 
Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Kabupaten Boyolali, yang tugasnya untuk membantu Bupati dalam 
menyelenggarakan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan dipegang 
oleh Dipenda. Seiring dengan berjalannya waktu maka Pemerintah Daerah 
pada tahun 2008 telah melaksanakan perubahan yang baru yakni Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah. Berkaitan 
dengan hal tersebut maka yang menjadi tugas dan fungsi Dipenda masuk 
dalam DPPKAD sehingga Perda Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 
2001 mulai tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan 
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pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah 
dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 
asset daerah. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten 
Boyolali. DPPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah 
Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang 
Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah. 
Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah juga 
mempunyai visi “Terwujudnya Manajemen Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Yang Professional, Transparan, dan 
Akuntabel”. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi, yaitu: 
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
b. Pengorganisasian dan perencanaan dalam upaya pengelolaan 
pendapatan, anggaran, akuntaksi dan perbendaharaan serta 
pembiayaan dan pengelolaan aset daerah. 
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GAMBAR I.1 
BAGAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( DPPKAD ) 
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Adapun susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: 
1. Kepala 
2. Sekretariat terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Perencanaan, Penellitian, dan Pelaporan 
3.  Bidang Pendapatan terdiri dari: 
a. Seksi Pendapatan Asli Daerah 
b. Seksi Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah 
c. Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan 
4. Bidang anggaran terdiri dari: 
a. Seksi Penyususnan APBD 
b. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah. 
c. Seksi Evaluasi Administrasi APBD 
5. Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan terdiri dari: 
a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 
b. Seksi Perbendaharaan 
c. Seksi Pengelolaan Kas Daerah 
6. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari: 
a. Seksi Pengelolaan Aset Daerah 
b. Seksi Pendataan Aset Daerah 
c. Seksi Utang Piutang dan Investasi 
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7. Unit Pelaksana Teknis 
8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
2. Deskripsi Jabatan 
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah mendapat Pembinaan Teknik fungsional dari 
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I agar dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya dapat menghasilkan sesuatu yang lebih berdaya guna dan lebih 
efisien untuk masyarakat Kabupaten Boyolali. Adapun tugas pokok Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 adalah melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 
bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.  
Fungsi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset 
Daerah yaitu: 
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, 
pengelolaan, keuangan dan aset daerah. 
b. Pengkoordinasian dan perencanaan dalam upaya pengelolaan 
pendapatan, Anggaran, akuntansi dan Perbendaharaan serta 
Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah. 
Dalam Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
dibagi menjadi ke dalam beberapa bagian, adapun tugas-tugas bagian 
tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
2. Sekretariatan 
Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan surat-menyurat, rumah tangga, 
hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan 
kepegawaian, keuangan, perencanaan, penelitian, dan pelaporan. 
Fungsi sekretariat yaitu: 
a. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian. 
b. Pengelolaan keuangan. 
c. Pengelolaan perencanaan, penelitian, dan pelaporan. 
Dalam Bagian Sekretariatan itu sendiri dibagi menjadi beberapa Sub-
Bagian dengan tugas masing-masing, yaitu: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Tugas pokoknya adalah memimpin pelaksanaan pengelolaan 
dan pengolahan administrasi umum meliputi surat menyurat, 
kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
pelayanan umum dan administrasi pegawai, serta pengelolaan 
barang. 
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b. Sub Bagian Keuangan 
Tugas pokoknya adalah melaksanakan administrasi 
penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggungjawaban administrasi keuangan. 
c. Sub Bagian Perencanaan, Penelitian, dan Pelaporan 
Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengumpulan data 
penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, 
meneliti dan menilai serta menyusun laporan. 
3. Bidang Pendapatan 
Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 
pendataan, penetapan wajib pajak, menyusun target atau menghitung 
realisasi, melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi 
Pendapatan Daerah serta menyusun dan menyiapkan naskah rancangan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan 
daerah. 
Fungsi Bidang Pendapatan yaitu: 
a. Perencanaan, pendapatan, penetapan, pemunggutan, 
penerimaan dan penagihan yang meliputi Pajak daerah, 
Restribusi daerah, serta Pendapatan Lain-lain yang sesuai 
dengan kewenangannya. 
b. Perencanaan, pengawasan, penelitian, pengembangan guna 
peningkatan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna di 
bidang pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat. 
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c. Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksankan oleh Direktorat 
Jendral pajak dalam hal pendataan dan pemunggutan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB). 
d. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi, komunikasi dan kerja sama 
dengan pihak lain dalam upaya peningkatan Pendapatan 
Daerah. 
e. Pemantauan realisasi sumber pendapatan daerah dari bagi hasil 
pajak Bumi dan bukan pajak serta pendapatan daerah lainnya. 
f. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi secara teknis mengenai 
Pajak Daerah, Restribusi Daerah, PBB, dan pendapatan Lain 
yang sesuai dengan kewenanganya.  
Dalam bidang Pendapatan itu sendiri dibagi menjadi beberapa seksi 
dengan tugas masing-masing, yaitu: 
a. Seksi Pendapatan Asli Daerah 
Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengawasi dan 
mengendalikan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
b. Seksi Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah 
Tugas pokoknya adalah merencanakan, memantau, dan 
mengawasi dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang 
sah. 
c. Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan 
Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengawasi dan 
melaksanakan kegiatan pengendalian operasional pendapatan. 
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4. Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 
perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program/kegiatan di 
bidang anggaran. 
Fungsi Bidang Anggaran yaitu: 
a. Perencanaan, pengkoordinasian penyiapan dan penyusunan 
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 
b. Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD 
c. Penyusunan APBD, pedoman keputusan APBD, pedoman 
pelaksanaan APBD 
d. Pengelolaan dana bagi hasil dan bantuan keuangan serta 
belanja tak terduga 
Dalam Bidang Anggaran itu sendiri dibagi menjadi beberapa seksi 
dengan tugas masing-masing, yaitu: 
a. Seksi Penyususnan APBD 
Tugas pokoknya adalah merencanakan dan menyiapkan bahan 
anggaran penyusunan APBD, perubahan APBD, menyiapkan 
DPA-SKPD/DPPA-SKPD,  menyiapkan anggaran kas dan 
SPD. 
b. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah. 
Tugas pokoknya adalah melaksanakan, mengelola dana belanja 
tidak langsung SKPD, monitoring, pengendalian, pembinaan 
dan analisa pelaksanaan dana bantuan daerah. 
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c. Seksi Evaluasi Administrasi APBD. 
Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan, pedoman realisasi APBD dan petunjuk teknis di 
bidang evaluasi administrasi APD. 
5. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan 
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok yaitu 
melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian 
program/kegiatan di bidang akuntansi dan perbendaharaan. 
Fungsi Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan yaitu: 
a. Pelaksanaan sistem akuntansi dan petunjuk teknis pengelolaan 
kas daerah dan melaksanakan fungsi pengelolaan dan 
perbendaharaan daerah serta menyiapkan bahan penyusunan 
pertanggungjawaban APBD dan pemeriksaan terhadap realisasi 
anggaran belanja langsung dan tidak langsung. 
b. Pelaksanaan fungsi bendaharawan umum daerah (BUD), 
menyiapkan anggaran kas, SPD dan menerbitkan SP2D belanja 
langsung dan tidak langsung, serta menyimpan seluruh bukti 
asli kepemilikan kekayaan daerah. 
Dalam Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan itu sendiri dibagi 
menjadi beberapa seksi dengan tugas masing-masing, yaitu: 
a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 
Tugas pokoknya adalah melaksanakan pembukuan dan 
pelaporan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan 
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bahan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban APBD. 
b. Seksi Perbendaharaan 
Tugas pokonya adalah melaksanakan pengujian kebenaran data 
urusan kepegawaian dan meneliti data gaji pegawai, rutin non-
gaji, membina ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian 
perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja pegawai. 
c. Seksi Pengelolaan Kas Daerah 
Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengelolaan, 
penerimaan dan pencatatan pendapatan secara tunai maupun 
surat berharga dan penyimpana uang daerah di bank yang 
ditunjuk oleh pemerintah yang ditentukan dalam bentuk 
rekening giro maupun deposito. 
6. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset daerah 
Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas 
pokok yaitu melaksanakan pengelolaan kepemilikan kekayaan daerah 
dan transaksi utang piutang dan investasi. 
Fungsi Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah yaitu: 
a. Perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian 
program/kegiatan di bidang pengelolaan kepemilikan kekayaan 
daerah. 
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b. Perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian 
program/kegiatan di bidang transaksi utang piutang dan 
investasi.  
Dalam Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah  itu sendiri 
dibagi menjadi beberapa seksi dengan tugas masing-masing, yaitu: 
a. Seksi Pengelolaan Aset Daerah 
Tugas pokoknya adalah melaksanakan perencanaan kebutuhan 
dan penatausahaan barang-barang kekayaan yang menjadi aset 
daerah. 
b. Seksi Pendataan Aset Daerah 
Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengurusan,  
pengaturan, pencatatan, dan pelaporan barang-barang yang 
menjadi aset daerah. 
c. Seksi Utang Piutang dan Investasi 
Tugas pokonya adalah melaksanakan penatausahaan utang 
piutang dan investasi daerah serta merealisasi pembayaran atas 
perjanjian dan akibat yang lain kepada pihak ketiga. 
7. Kelompok Jabatan fungsional 
Kelompok jabatan fungsional ini mempunyai beberapa poin penting, 
yaitu: 
a. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai 
keahliannya. 
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b. Kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang 
coordinator mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 
fungsional di bidang masing-masing sesuai keahliannya. 
c. Kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk 
oleh Kepala Dinas. 
 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pajak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaanya 
dan juga tentang masalah pajak. Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini 
sudah ada sejak zaman dahulu kala walaupun pada saat itu belum dinamakan 
“pajak”, namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari 
rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah 
menjadi upeti yang sifat pemberianya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian 
itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh Negara. Dengan kata 
lain “pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi punggutan, 
hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam 
rangka untuk memelihara kepentingan Negara yaitu untuk mempertahankan 
Negara dan melindungi rakyatnya dan untuk melaksanakan pembangunan. 
Masalah pajak adalah masalah masyarakat, Negara, dan setiap orang yang 
hidup dalam suatu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak, oleh 
karena itu masalah pajak adalah masalah seluruh rakyat dalam Negara tersebut 
(Munawir, 1992: 1). 
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Hal ini disebabkan karena pajak salah satu elemen penting dari 
perimaan Negara yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk 
kelangsungan pemerintahan. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku 
“Pengantar Singkat Hukum Pajak”, Eresco Bandung 1992, yang dikutip oleh 
Suandi (2002: 7) ada 2 sumber terpenting yang memberikan penghasilan 
kepada Negara yaitu melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan 
alam yang ada di dalam Negara (natural resource).   
Disamping pemunggutan berbagai macam pajak, pemerintah juga 
masih melakukan berbagai pemunggutan lain, misalnya restribusi, sumbangan, 
bea dan cukai. Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat yaitu pajak sebagai 
suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 
balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum 
(Resmi, 2007: 1).  
Pemungutan pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala 
Daerah dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak berdasarkan 
penetapan dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah 
atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan pembayaran pajak yang 
dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, terhadap 
  
 
 
16 
Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. 
Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah yang memiliki letak 
dan potensi daerah yang baik untuk pembangunan. Pembangunan di daerah ini 
mengalami perkembangan yang pesat dalam segala bidang, perkembangan ini 
dikarenakan Pendapatan Rata-Rata Daerah dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan dalam Pendapatan Daerah tersebut salah satunya berasal dari 
Pajak Daerah Tingkat II. 
Salah satu Pajak Daerah Tingkat II tersebut, yang perlu mendapatkan 
perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali adalah Pajak 
Reklame. Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, karena 
semakin bertambahnya industri di daerah Boyolali dan sebagian besar industri 
tersebut  memanfaatkan reklame untuk mempromosikan produknya. Hal ini 
menyebabkan bertambahnya pemasangan reklame, untuk itu realisasi 
pendapatan daerah dari Pajak Reklame selalu mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pajak daerah 
lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dalam Laporan Realisasi Pajak Daerah 
Kabupaten Boyolali untuk tahun 2008 dan Laporan Penerimaan Pendapatan 
Pajak Daerah untuk Pajak Reklame tahun 2005-2008. 
 
 
 
  
 
 
17 
TABEL I.1 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
PAJAK DAERAH TAHUN 2008 
No Pajak Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persen 
(%) 
1. Pajak Hotel 57.300.000 60.585.250 105.73 
2. Pajak Restoran 85.500.000 94.923.500 111.02 
3. Pajak Hiburan 4.590.000 4.055.000 88.34 
4. Pajak Reklame 223.000.000 303.629.522 130.16 
5. Pajak Pengambilan 
Bahan Galian 
Golongan C 
100.000.000 165.613.500 165.61 
6. Pajak Parkir 2.300.000 4.037.500 175.54 
     Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali 
 
 
TABEL I.2 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN 
 PAJAK REKLAME TAHUN 2005-2008 
Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persen (%) 
2005 94.200.000 123.182.990 130.77 
2006 110.140.000 152.247.885 138.23 
2007 200.740.000 204.965.796 102.11 
2008 223.000.000 303.629.522 130.16 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali 
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Berdasarkan tabel I.1 dan I.2 di atas dapat membuktikan bahwa Pajak 
Reklame mempunyai kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli 
Daerah dilihat dari target dan realisasinya sebesar 130,16 % dan peningkatan 
penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. 
Pemerintah Daerah disini sangat diuntungkan karena semakin banyak 
pemasukan dari Pajak Reklame. Tetapi disamping itu, Pemerintah Daerah 
juga menghadapi hambatan dalam pemungutan pajaknya. Pemerintah Daerah 
menunjuk pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) sebagai pelaksana pemungutan pajak reklame di Kabupaten 
Boyolali.  
Dari sini penulis ingin mengevaluasi pemungutan pajak reklame yang 
ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk itu 
penulis mengambil judul “EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK 
REKLAME DI DPPKAD KABUPATEN BOYOLALI”. 
 
C. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan 
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Apakah pemungutan pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang pajak reklame?  
2. Hambatan apa saja yang ditemui pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah dalam pemungutan pajak reklame? 
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3. Upaya apa saja yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak 
reklame? 
 
D. TUJUAN 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 
mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengevaluasi pemungutan pajak reklame yang dilakukan Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah dengan Perda No. 12 
tahun 2007. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak DPPKAD dalam 
pemungutan pajak reklame. 
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak DPPKAD untuk lebih 
meningkatkan penerimaan pajak reklame. 
 
E. MANFAAT 
1. Bagi Pemerintah 
Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan 
kebijaksanaan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame di 
masa yang akan datang. 
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2. Bagi Penulis 
Bagi penulis penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan teoritis ke dalam kondisi nyata dan mendapatkan gambaran 
dan pengalaman praktis dalam perpajakan. 
3. Bagi Masyarakat 
Penulis berharap karya ini bisa digunakan sebagai sumber informasi 
dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 
F. METODE PENELITIAN 
Metode adalah cara yang tersusun dan teratur yang digunakan untuk 
mencapai tujuan tertentu. Suparmoko (1999: 3) mengartikan penelitian adalah 
usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta 
baru.  Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah: 
a. Jenis Data 
Data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan, data atau 
keterangan dari instansi yang berkaitan dengan obyek yaitu DPPKAD dan 
melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
b. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menguji kebenaran suatu penelitian maka dibutuhkan metode 
pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode-
metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 
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1) Metode Wawancara 
Peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara 
langsung dengan pihak terkait dengan data pembuatan Tugas Akhir, 
yaitu pegawai kantor DPPKAD. 
2) Metode Observasi 
Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap sesuatu yang 
diteliti dan melakukan pencatatan tentang apa yang telah diamati. 
3) Studi Pustaka 
Peneliti mencari buku dan peraturan perundang-undangan serta 
dokumen lain yang mendukung penulisan Tugas Akhir. 
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BAB II 
ANALISIS  DAN PEMBAHASAN 
 
A. LANDASAN TEORI 
1. Definisi Pajak 
Banyak para ahli perpajakan yang memberikan pengertian atau 
definisi pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan dan inti 
yang sama. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, “Pajak adalah peralihan 
kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving 
yang merupakan sumber utama untuk membiayai  public investment” 
(Munawir, 1997: 3). 
Definisi lain menurut Prof. S. I. Djajadiningrat sebagai berikut: 
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 
daripada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu 
keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah 
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik 
dari Negara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 
umum. (Munawir, 1997: 3) 
 
Dari definisi tentang pajak diatas dapat disimpulkan lima unsur 
pokok dalam definisi pajak, yaitu: 
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a. Iuran dari rakyat kepada Negara. 
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 
c. Tidak menerima kontraprestasi.  
d. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. 
2. Fungsi Pajak 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena 
pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak 
menurut Waluyo dan Wirawan (2003: 8) sebagai berikut: 
a. Fungsi Budgetair (Financial) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi Regulered (Pengatur) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 
3. Syarat Pemungutan Pajak 
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. 
Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun 
bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena 
dana yang kurang. Agar pemungutan Pajak tidak menimbulkan 
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hambatan atau perlawanan, maka pemungutan Pajak harus memenuhi 
syarat antara lain sebagai berikut:  
a. Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan)  
Seperti halnya hukum, pajak pun  mempunyai tujuan untuk 
menciptakan keadilan dalam melaksanakan pemungutan 
pajaknya. 
b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan UU (syarat yuridis)  
Sesuai pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Hal ini memberikan 
jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
Negara maupun warganya. 
c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar 
tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan 
produksi, perdagangan, maupun jasa.  
d. Pemungutan Pajak harus efisien (syarat financial)  
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan 
pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang 
diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak 
tersebut. 
e. Sistem pemungutan Pajak harus sederhana 
Sistem yang sederhana memudahkan wajib pajak dalam 
menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan 
memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk 
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meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.  
4. Teori Pemungutan Pajak 
Beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut 
pajak dari rakyatnya, yaitu: 
a. Teori Asuransi 
Teori ini menyatakan bahwa Negara bertugas untuk 
melindungi orang dan segala kepentinganya, meliputi 
keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. 
b. Teori Kepentingan 
Teori ini menyatakan pembagian beban pajak kepada rakyat 
didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. 
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, 
makin tinggi pajak yang harus dibayar. 
c. Teori Daya Pikul 
Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya 
pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak 
harus dibayar menurut daya pikul seseorang. 
d. Teori Bakti 
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan 
pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. 
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Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu 
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu 
kewajiban. 
e. Teori Asas Daya Beli  
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada 
akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak 
berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan 
menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk 
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 
kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 
5. Pengelompokan Pajak 
 Pembagian Pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, 
wewenang pemungutnya maupun sifatnya, yaitu: 
a. Berdasarkan golongannya Pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:  
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. Contoh: Pajak Penghasilan   
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai. 
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b. Berdasarkan  wewenang/lembaga pemungutnya Pajak dibagi 2 yaitu: 
1) Pajak Pusat / Negara, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: PPh, PPN, PBB, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
dan Bea Materai.  
2) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
c. Berdasarkan sifatnya Pajak dibagi menjadi dua yaitu:  
1)  Pajak Subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan  
2)   Pajak Objektif, yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
mempertahankan keadaan diri wajib Pajak.  Contoh: PPN dan 
Pajak Penjualan atas barang mewah. 
6. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2003: 7) 
dibedakan menjadi tiga, yaitu: Official Assestment Sistem, Self 
Assessment Sistem, With Holding Sistem. 
a. Official Assessment Sistem 
Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. 
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Ciri-cirinya: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 
pada fiskus. 
2) Wajib pajak bersifat pasif. 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan 
pajak oleh fiskus. 
b. Self Assetment Sistem 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 
kepada wajib pajak untuk menetukan besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya: 
1) Wewenang untuk menetukan besarnya pajak yang terutang 
ada pada wajib Pajak sendiri. 
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
3) Fiskus hanya mengawasi. 
c. Withholding Sistem 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  
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Ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang ada pada pihak ketiga. 
7. Asas Pemungutan Pajak 
Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai 
landasan untuk mengenakan pajak adalah: 
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 
Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 
penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. 
Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 
b. Asas Sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 
wajib pajak. 
c. Asas Kebangsaan 
Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu 
Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan 
pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang 
bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib 
Pajak Luar Negeri. 
Pungutan Pajak pada pelaksanaannya dapat dipaksakan. Hal ini 
berarti bahwa bila hutang Pajak tidak dibayar hutang itu dapat ditagih 
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dengan mengunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa, 
penyitaan, dan sebagainya.  
Pada dasarnya  pemerintah memungut Pajak kepada warga 
negara atau masyarakat dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini untuk kesejahteraan 
masyarakat. Jadi secara tidak langsung masyarakat harus 
mengeluarkan biaya untuk kepentingannya sendiri melalui Pajak yang 
disetorkan kepada Pemerintah. 
8. Dasar Hukum 
a. Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 
Restribusi Daerah. 
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah.  
c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 tahun 2007 
tentang Pajak Reklame. 
d. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 07 Tahun 2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 
Tahun 2009 tentang Reklame. 
 
9. Pajak Daerah 
Pajak daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 adalah iuran wajib yang 
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dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 
penyelengaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak 
Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang (Prakosa, 2003: 2). 
 Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk pembangunan 
daerah masing-masing, yang dimaksud Daerah disini adalah daerah yang 
berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang dibagi menjadi Daerah 
Propinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota. Pajak  daerah menurut wilayah 
pemungutannya dibagi menjadi: 
a. Pajak Propinsi 
Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 
daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia 
sampai saat ini, terdiri dari: 
1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 
Atas Air; 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air Bawah Tanah dan 
Air Permukaan. 
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b. Pajak Kabupaten/Kota 
Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh 
pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota 
yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri dari: 
1) Pajak Hotel; 
2) Pajak Restoran; 
3) Pajak Hiburan; 
4) Pajak Reklame; 
5) Pajak Penerangan Jalan; 
6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 
7) Pajak Parkir. 
Tidak semua jenis Pajak diatas dipungut suatu daerah karena hal 
ini tergantung pada kondisi dan potensi dari daerah setempat. Dengan 
demikian jenis Pajak yang dipungut oleh suatu daerah disesuaikan 
dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. 
 
10. Pajak Reklame 
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 
bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan 
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, 
jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu 
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, 
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dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang 
dilakukan oleh pemerintah (Prakosa, 2003: 125). 
11. Subyek dan Obyek Pajak Reklame 
a. Subyek Pajak Reklame 
Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. 
b. Obyek Pajak Reklame 
Sesuai dengan Perda Kabupaten Boyolali No.12 Tahun 2007 
tentang Pajak Reklame, ada beberapa jenis atau obyek pajak 
reklame, yaitu: 
1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 
reklame. 
2) Jenis obyek pajak reklame, yaitu: 
a) Reklame Papan (Billboard, Baliho, Neon Box, 
Videotron) 
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan bahan kayu, triplek, aluminium, bambu, 
besi, plastik, fibre glass, mika plastic, kaca, batu, logam, 
alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk 
lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang 
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pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan 
cara digantungkan atau ditempelkan.  
b) Reklame Kain; 
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang 
sejenis dengan itu. 
c) Reklame Selebaran; 
Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas 
diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat 
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, 
dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda 
lain. 
d) Reklame Melekat; 
Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat 
diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda 
milik pribadi atau prasarana umum. 
e) Reklame Kendaraan; 
Adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada 
kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga 
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lain yang perusahaan dan atau perwakilan berdomisili di 
wilayah daerah. 
f) Reklame Udara; 
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis. 
g) Reklame Slide Atau Reklame Film; 
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan lain 
yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau 
diperagakan pada layar atau benda lain. 
h) Reklame Peragaan; 
Adalah reklame yang diselenggrakan dengan cara 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai 
suara. 
i) Reklame Berjalan; 
Adalah reklame yang diselengrakan dengan cara dibawa 
atau berjalan oleh orang 
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j) Reklame Suara. 
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan kata-kata 
yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari 
alat atau pesawat apapun. 
12. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak 
Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa 
dihitung berdasarkan jenis dan ukuran reklame, lama pemasangan, 
biaya pemasangan/pemeliharaan dan lokasi reklame.  
Tarif pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh 
lima persen). 
 
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
1. Pengertian Sistem dan Pemungutan 
Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 
berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama 
untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani 
sesuatu yang berulang kali atau yang terjadi secara rutin (Mulyadi, 
2001: 31). 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak atau restribusi, 
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penentuan besarnya pajak atau restribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak atau restribusi kepada wajib pajak atau  
wajib restribusi serta pengawasan penyetorannya (Prakosa, 2003: 77). 
2. Sistem pemungutan pajak sesuai Perda Kabupaten No. 12 tahun 
2007 tentang pajak reklame dan implementasinya di lapangan. 
Pajak reklame merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah 
yang cukup potensial. Pendapatan yang cukup potensial itu tidak luput 
dari keberhasilan pemungutan pajaknya. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Boyolali menunjuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah sebagai pemungut pajak. Pemungutan 
pajak reklame kabupaten boyolali menggunakan Self Assessment 
Sistem (SAS), di bawah ini menunjukkan analisis pemungutan pajak 
reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 yang 
lebih dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 dengan 
implementasinya yang dilakukan oleh pihak DPPKAD. 
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TABEL II.1 
ANALISIS PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH 
DENGAN IMPLEMENTASINYA DI LAPANGAN 
Keterangan Peraturan Daerah Implementasi Evaluasi 
Prosedur 
perijinan 
1) Setiap penyelenggara/pemasangan 
reklame wajib memperoleh ijin tertulis 
dari Bupati. 
 
2) Bupati mendelegasikan kewenangan 
pemberian ijin 
penyelenggaraan/pemasangan reklame 
kepada Pejabat Eselon II dan III di 
lingkungan DPPKAD Kabupaten 
Boyolali. 
 
3) Pejabat Eselon II menandatangani ijin 
penyelenggaraan/pemasangan reklame 
selain untuk jenis reklame kain, 
selebaran, kendaraan dan melekat. Syarat 
untuk penyelenggaraan/pemasangan 
reklame jenis ini, yaitu: 
a) Mengajukan permohonan tertulis yang 
menyebutkan sekurang-kurangnya 
tanggal, bulan, dan tahun 
permohonan, nama dan alamat wajib 
1) Wajib pajak membuat surat 
permohonan ijin reklame 
dengan melampirkan denah 
lokasi dan data teknis. 
 
2) Untuk perijinan pemasangan 
reklame kain/umbul-umbul, 
wajib pajak mengajukan 
dan/atau mengisi formulir Surat 
Permohonan Ijin Reklame, 
mengisi dan menandatangani 
SPTPD. 
 
3) Untuk perijinan pemasangan 
reklame Billboard, surat 
perijinan harus diketahui dan 
disetujui oleh TIM yang 
meliputi: DPPKAD, BLH, 
DPUPPK, dan Satuan Polisi 
Pamong Praja. 
 
1) Prosedur perijinan yang 
dilakukan pihak DPPKAD sudah 
sesuai dengan Peraturan daerah 
Nomor 12 tahun 2007 tentang 
Pajak Reklame, walaupun untuk 
persetujuan pemasangan reklame 
hanya diperoleh perwakilan 
rekomendasi dari pihak 
DPPKAD, BLH, DPUPPK, dan 
SatPol PP. 
2) Dokumen yang digunakan telah 
sesuai yaitu: form Surat 
Permohonan Ijin Reklame, Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah 
(SPTPD). 
3) Fungsi yang terkait: tidak 
adanya pemisahan fungsi terkait 
untuk tiap prosedur, semua 
prosedur ditanggani langsung 
oleh staf Pendapatan Asli 
daerah. 
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pajak, jenis, waktu, materi, ukuran, 
dan lokasi reklame, tanda tangan 
pemohon, dilampiri foto lokasi, 
gambar konstruksi, Rencana 
Anggaran Biaya, syarat rekomendasi 
dari swasta atau perorangan atau 
pemerintah provinsi dan kabupaten 
apabila titik reklame tersebut berada 
di tanah swasta, perorangan, provinsi, 
atau kabupaten. 
b) Ijin reklame jenis ini diberikan apabila 
telah ada rekomendasi dari DPUPPK 
dan/atau BLH dan/atau Diperindagsar, 
dan/atau Diparbud, instansi 
swasta/perorangan, pemohon telah 
menandatangani SPTPD, 
penyelenggara telah melunasi pajak, 
sewa titik, dan biaya jaminan bongkar, 
penyelenggara reklame untuk papan 
berkonstruksi yang ditentukan wajib 
mencantumkan logo dan slogan 
pemerintah Boyolali. 
 
4) Pejabat Eselon III menandatangani ijin 
penyelenggaraan/pemasangan reklame 
kain, selebaran, kendaraan dan melekat 
dengan syarat sebagai berikut: 
a) Mengajukan permohonan dengan 
4) Setelah TIM melakukan 
tinjauan lokasi, apabila TIM 
telah menyetujui, maka TIM 
memberikan rekomendasi 
kepada Wajib Pajak bahwa 
memberikan ijin reklame. 
 
5) Pihak DPPKAD menerbitkan 
SPTPD yang kemudian harus 
diisi oleh wajib pajak yang 
kemudian digunakan untuk 
menetapkan pajak reklamenya. 
Lanjutan 
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mengisi formulir Surat Permohonan 
Ijin Reklame. 
b) Mengisi dan menandatangani SPTPD 
c) Ijin diberikan apabila penyelenggara 
reklame telah melunasi pajak dan 
biaya jaminan bongkar dan telah ada 
rekomendasi dari swasta atau 
perorangan apabila reklame 
diselenggarakan di lokasi bukan tanah 
milik pemerintah. 
Prosedur 
Penghitungan 
dan Penetapan 
1) Berdasarkan SPTPD, Bupati menetapkan 
pajak terutangnya, dengan menerbitkan 
SKPD. Apabila SKPD tidak/kurang 
bayar setelah lewat waktu paling lama 30 
hari sejak SKPD diterima dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga 2% 
setiap bulan dan ditagih dengan 
menerbitkan STPD. 
 
2) Pengenaan pajak reklame ditentukan 
berdasarkan nilai sewa reklame, dihitung 
menurut jenis dan ukuran, lama 
pemasangan, biaya pemasangan dan 
pemeliharaan, dan lokasi 
penyelenggaraan reklame. 
3) Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan 
tabel (terlampir). Besarnya pajak reklame 
adalah 25% dari nilai sewa. 
1) Berdasarkan SPTPD, bisa 
dihitung dan ditetapkan pajak 
reklame yang harus dibayar oleh 
wajib pajak. 
 
2) Penetapan pajak dilakukan 
berdasarkan jenis, waktu, biaya 
pemasangan dan pemeliharaan, 
lokasi. Tariff yang digunakan 
25%. 
3) Pihak DPPKAD menerbitkan 
SKPD sebagai dasar 
pembayaran pajak oleh wajib 
pajak yang dilakukan langsung 
lunas di Bendaha Kas 
Penerimaan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Kas dan Aset 
Daerah Kabupaten Boyolali. 
1) dalam prosedur penghitungan 
pajak belum sesuai dengan 
PerDa, karena nilai strategis 
untuk per lokasi, pihak 
DPPKAD masih menggunakan  
nilai stategis sesuai Perda 
Nomor 10 Tahun 1998 dalam 
Peraturan Bupati Nomor 05 
Tahun 2005, karena Peraturan 
Bupati Nomor 7 Tahun 2009 
baru diterima awal Maret 2009. 
 
2) Dokumen yang digunakan; telah 
sesuai yaitu SPTPD (Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah) 
dan SKPD (Surat Ketetapan 
Pajak Daerah). 
 
Lanjutan 
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3) Fungsi yang terkait: tidak 
adanya pemisahan fungsi terkait 
untuk tiap prosedur, semua 
prosedur ditanggani langsung 
oleh staf Pendapatan Asli 
daerah. 
Prosedur 
Pembayaran 
1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah 
atau Pemegang Kas Penerima dan atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati 
sesuai waktu yang ditentukan dalam 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan  
STPD. 
 
2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di 
tempat lain yang ditunujuk, hasil 
penerimaan pajak harus disetor ke Kas 
daerah selambat-lambatnya 1x24 jam 
atau waktu yang ditentukan Bupati, dan 
dilakukan dengan SSPD. 
1) Wajib pajak melakukan 
pembayaran langsung lunas di 
Bendahara Kas Penerimaan 
Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Boyolali 
berdasarkan SKPD. 
 
2) Bendahara Kas Penerimaan 
mencatat setoran, kemudian 
menerbitkan SSPD sebagai 
bukti pembayaran yang 
diketahui oleh staf PAD (selaku 
petugas pemungut) dan wajib 
pajak. 
1) Dalam prosedur pembayaran 
telah sesuai dengan Perda 
Nomor 12  Tahun 2007 dengan 
menggunakan SKPD sebagai 
dasar pembayaran pajaknya dan 
SSPD digunakan sebagai bukti 
bahwa wajib pajak telah 
melakukan pembayaran 
(langsung lunas). 
 
2) Dokumen yang digunakan: telah 
sesuai yaitu SKPD dan SSPD 
(Surat Setoran Pajak Daerah) 
 
3) Catatan dan Laporan: Jurnal 
Penerimaan Kas 
4) Fungsi yang terkait: tidak 
adanya pemisahan fungsi terkait 
untuk tiap prosedur, semua 
prosedur ditanggani langsung 
oleh staf Pendapatan Asli 
daerah. 
Lanjutan 
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Prosedur 
Penagihan 
1) Surat teguran atau surat peringatan atau 
surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan pajak 
dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo 
pembayaran. 
 
2) Apabila setelah 21 hari setelah tanggal 
Surat Teguran, wajib pajak belum 
melunasi pajak terutang, Bupati 
menerbitkan Surat Paksa. 
3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam 
sesudah tanggal pembritahuan Surat 
Paksa, pejabat Negara segera 
menerbitkan Surat Perintah 
melaksanakan Penyitaan. 
 
4) Setelah dilakukan penyitaan, wajib pajak 
belum melunasi utang pajaknya setelah 
10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan, 
Bupati mengajukan permintaan 
penetapan tanggal pelelangan kepada 
kantor Lelang Negara. 
1) Pihak DPPKAD menerbitkan 
Surat Teguran sebagai awal 
tindakan penagihan pajak, 
diterbitkan 7 hari sejak tanggal 
jatuh tempo pembayaran. 
Apabila tidak ada tanggapan 
dari wajib pajak, kemudian 
dilanjutkan dengan menerbitkan 
Surat Paksa. Surat Paksa 
diterbitkan 2 hari sejak tanggal 
Surat Teguran. 
 
2) Apabila pajak tidak segera di 
lunasi dalam jangka waktu 2x24 
jam sesudah pemberitahuan 
Surat Paksa, maka diterbitkan 
Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. 
 
3) Setelah dilakukan penyitaan, 
wajib pajak belum juga 
melunasi setelah lewat 10 hari 
sejak Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan, 
pejabat mengajukan permintaan 
penetapan tanggal pelangan 
kepada kantor lelang Negara. 
Prosedur penagihan ini jarang 
sekali dilakukan karena pihak 
DPPKAD mengharuskan wajib 
pajak selalu membayar lunas saat 
pembayaran untuk mengurangi 
tingkat tunggakan pajak. 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali 
Lanjutan 
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Gambar II. 1 
Flowchart Pemungutan Pajak Reklame di DPPKAD Kabupaten Boyolali 
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SSPD     2 
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SSPD     2 
N 
N 
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3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak 
reklame 
a. Adanya sumber daya manusia yang belum memadai. 
b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan 
sistem pemungutan pajak reklame. 
c. Banyaknya reklame liar yang tidak mempunyai ijin resmi dari 
Pemerintah Kabupaten Boyolali. 
4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah boyolali untuk lebih 
mengoptimalkan pendapatan pajak reklame 
a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan menambah sarana 
prasarana. 
b. Sebelum jatuh tempo, pemasang diberikan penawaran untuk 
perpanjangan ijin reklame dengan via call. 
c. Untuk wajib pajak yang berdomisili di pelosok pedesaan maka 
dihubungi via telepon/surat, atau dengan sistem “jemput bola”. 
d. Mengenai masalah perijinan yang sudah kadaluarsa dan tidak 
segera dimintakan perpanjangan ijin oleh pemiliknya tetapi masih 
dipasang, maka ijin tersebut akan dicabut dan reklame yang masih 
dipasang akan dihentikan dan dibongkar. 
e. Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak atau biro-biro. 
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BAB III 
TEMUAN 
Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditemukan 
adanya kelebihan dan keterbatasan di dalam sistem pemungutan pajak reklame di 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. 
Adapun kelebihan dan keterbatasannya adalah sebagai berikut: 
A. KELEBIHAN 
1. Adanya kerjasama antara pihak DPPKAD dengan wajib pajak (biro 
iklan) yang terbukti aktif dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame 
kabupaten boyolali sehingga mengurangi jumlah tunggakan pajak. 
2. Adanya kesesuaian sistem pemungutan pajak yang dilakukan di 
DPPKAD Kabupaten Boyolali dengan Peraturan Daerah yang berlaku, 
walaupun ada perbedaan sedikit, langkah tersebut dilakukan untuk 
mengoptimalkan penerimaan pajak reklame. 
3. Adanya program pembayaran langsung lunas yang diharuskan pihak 
DPPKAD agar memperkecil kasus tunggakan pajak.  
4. Adanya keberhasilan dalam mencapai target dan peningkatan pajak 
reklame walaupun staf Pendapatan Asli Daerah selaku pemungut pajak 
hanya ± 6 orang. 
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B. KEKURANGAN 
Adanya ketidaksesuaian cara penghitungan dan penetapan pajaknya, karena 
penghitungan dan penetapan pajak dihitung berdasarkan tabel nilai sewa 
reklame dikalikan tarif 25%, pihak DPPKAD masih menggunakan tabel nilai 
sewa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2005, karena Peraturan 
Bupati Nomor 7 Tahun 2009 baru diterima pihak DPPKAD awal maret 2009, 
sehingga perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Sistem pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh pihak Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pemungut 
pajak dengan sistem pemungutan yang tercantum dalam Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2007 sudah mencapai kesesuaian, walaupun 
ada perbedaan sedikit dengan Peraturan Daerah, langkah itu dilakukan 
untuk lebih  mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor 
pajak reklame. 
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak 
reklame: 
a. Adanya sumber daya manusia yang belum memadai. 
b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan 
sistem pemungutan pajak reklame. 
c. Banyaknya reklame liar yang tidak mempunyai ijin resmi dari 
Pemerintah Kabupaten Boyolali. 
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah boyolali untuk 
mengoptimalkan pendapatan pajak reklame: 
a. Memperketat pengawasan terhadap obyek pajak reklame. 
b. Mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan menambah sarana 
prasarana. 
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c. Sebelum jatuh tempo, pemasang diberikan penawaran untuk 
perpanjangan ijin reklame dengan via call. 
d. Untuk wajib pajak yang berdomisili di pelosok pedesaan maka 
akan dihubungi via telepon atau surat, atau dilakukan dengan 
sistem “jemput bola”. 
e. Mengenai masalah perijinan yang sudah kadaluarsa dan tidak 
segera dimintakan perpanjangan ijin oleh pemiliknya tetapi masih 
dipasang, maka ijin tersebut akan dicabut dan reklame yang masih 
dipasang akan dihentikan dan dibongkar. 
f. Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak atau biro-biro. 
 
B. REKOMENDASI 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat 
memberikan rekomendasi sebagai berikut: 
1. Pihak DPPKAD harus lebih teliti dan hati-hati dalam proses 
penghitungan dan penetapan pajaknya, karena ada perubahan dalam 
nilai sewa reklame yang sudah tercantum dalam Peraturan Bupati 
Nomor 7 Tahun 2009, karena kesalahan dalam penghitungan dan 
penetapan pajak bisa mengurangi penerimaan pajak reklame. 
2. Memberikan penjelasan kepada wajib pajak, bahwa ada perubahan 
dalam nilai sewa pajaknya, sehingga wajib pajak tidak kaget jka 
terjadi perubahan pajak dari sebelumnya. 
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